[ SALINAN ]

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan
pendidikan agar dapat mengembangkan potensi
dirinya serta meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa;

b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan
terhadap hak wuntuk mendapatkan pendidikan,
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada
pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu
dilaksanakan secara non diskriminatif, objektif,
transparan, dan akuntabel;

c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun
Pelajaran 2020/2021 masih terdapat kekurangan dan
belum  menampung  perkembangan = kebutuhan

masyarakat sehingga perlu diubah;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun

Pelajaran 2020/2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



10.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa
Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
15);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun
Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 30);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN  GUBERNUR  DAERAH  ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA  DIDIK  BARU SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN
2020/2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
Tahun Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 30) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1:

a. angka 17 diubah; dan

b. di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1

(satu) angka, yakni angka 17a,

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud

dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya
disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan
calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk
memperoleh pendidikan di sekolah.

2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa
yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa,
Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar

Biasa, baik negeri maupun swasta.



Madrasah adalah satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan  pendidikan umum  dan
kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang
mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah
Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah
Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan
dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari
hasil belajar yang diakui sama atau setara
Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya
disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari
hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya
disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari
hasil belajar yang diakui sama atau setara
SMP/MTs.

Program Ula yang selanjutnya disebut Ula adalah
pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok
Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A
dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama

Islam.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Program Wustha yang selanjutnya disebut
Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun
pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat
Program Paket B dengan kekhasan pendalaman
pendidikan agama Islam.

Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat
SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus
yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang
pendidikan dasar sampai dengan pendidikan
menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya
disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan khusus bagi peserta didik yang
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, dan/atau sosial.

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang
selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta
didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain
yang sederajat.

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang
selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta
didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk
lain yang sederajat.

Rombongan Belajar adalah kelompok peserta
didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu
Sekolah.

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu
wilayah /area menjadi beberapa bagian dalam
penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk
pemerataan kualitas pendidikan.

Zona Terdekat adalah jarak antara titik Sekolah
dengan wilayah/area yang termasuk di dalam

batasan Zonasi.



16.

17.

17a.

18.

19.

20.

21.

Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN
adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi
lulusan pada mata pelajaran tertentu secara
nasional dengan mengacu pada Standar
Kompetensi Lulusan.

Nilai Gabungan adalah hasil penghitungan dari
rumus: {(rata-rata nilai hasil perhitungan rapor
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,
Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam
dikalikan 60%) ditambah (nilai rata-rata Ujian
Sekolah/Madrasah  Sekolah  Dasar/Madrasah
Ibtidaiah dikalikan 40%) dikalikan 80%} ditambah
(nilai rata-rata UN 4 (empat) tahun terakhir
dikalikan 10%) ditambah (nilai akreditasi sekolah
dikalikan 10%).

Ujian Sekolah /Madrasah Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiah adalah wujian yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang
diikuti oleh calon peserta didik ketika
menyelesaikan pendidikan Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiah.

Rapor adalah buku yang berisi keterangan
mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar
peserta didik di satuan pendidikan.

Akreditasi Sekolah adalah pengakuan dari hasil
proses evaluasi dan penilaian mutu pengelolaan
sekolah yang dilakukan oleh suatu tim pakar
sejawat/tim asesor yang tergabung dalam Badan
Akeditasi Nasional Sekolah /Madrasah
berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
[jazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat
keterangan yang berpenghargaan sama yang
selanjutnya disebut [jazah/STTB adalah surat
pernyataan resmi dan sah yang menerangkan
bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar
pada satuan pendidikan.

Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan
peserta didik dari Sekolah yang satu/yang
sederajat ke Sekolah yang lain/yang sederajat.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena
kedudukannya menjadi penanggung jawab
langsung terhadap calon peserta didik yang
bersangkutan.

Calon Peserta Didik Disabilitas adalah setiap
calon peserta didik yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor
motorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya berdasarkan persamaan hak.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya
disingkat DIY adalah daerah provinsi yang
mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan
perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga DIY.

Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil
adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang
menjalankan urusan pemerintahan bidang
pendidikan di Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo,

Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Ketentuan Pasal 31 ayat (4) diubah sehingga Pasal 31

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 31
Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 20%

(dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 20 ayat (5) ditentukan berdasarkan nilai UN
dan dapat ditambah prestasi di bidang non
akademik pada tingkat:

a. kabupaten/kota;

b. provinsi;

c. nasional; dan/atau

d. internasional.

Calon peserta didik yang masuk melalui jalur
prestasi merupakan calon peserta didik yang
berdomisili di luar Zona 1 (satu) Sekolah yang
dituju.

Calon peserta didik yang masuk melalui jalur
prestasi tidak dapat memilih jalur lainnya.
Prasyarat calon peserta didik pada jalur prestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
Nilai Gabungan paling sedikit 85,00 (delapan
puluh lima koma nol nol).

Penentuan seleksi jalur prestasi berdasarkan Nilai
Gabungan SMP/MTs atau bentuk lain yang
sederajat, ditambah prestasi di bidang non
akademik.

Dalam hal daya tampung jalur prestasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)
tidak terpenuhi maka sisa daya tampung

dialihkan ke jalur Zonasi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001






